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Abstrak 
Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang 
tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati 
pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Sedemikian pentingnya tanah 
bagi manusia sehingga menimbulkan keinginan untuk menguasai dan 
memilikinya. Rasa ingin memiliki inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan 
sengketa pertanahan. Salah satu permasalahannya adalah timbulnya sertifikat hak 
milik ganda (overlapping). Sertifikat ganda terjadi karena adanya dua sertipikat di 
satu bidang tanah yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional. 
Akibat adanya tumpang tindih hak baik secara keseluruhan maupun sebagian, hal 
ini yang menimbulkan sengketara anatara para pihak. Permasalahan yang akan 
dibahas factor apa saja yang menyebabkan sertipikat ganda di Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Sukoharjo. Bagaimana proses penyelesaian sengketa 
sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo. Proses 
penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi. Tindak lanjut dari proses 
mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo 
adanya salah satu dari para pihak membayar ganti rugi yang telah disepakati. 
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Abstract 
The soil is very close to the human life. Everyone is of course not only in his life, 
to die any man is still living a piece of land. Written for everyone. A sense of 
wanting to have a subject that will eventually lead to land disputes. One of the 
problems is the emergence of multiple ownership certificates (overlapping). 
Double certificates occur because there are two certificates in one office issued 
officially by the National Land Agency. As a result of the overlapping of rights in 
whole or in part, this is what causes disputes between the parties. Issues that will 
issue any factors that cause double certificate in the National Land Agency 
Sukoharjo District. How is the process of double certificate in the National Land 
Agency of Sukoharjo Regency. The process of completion is done by mediation. 
Follow up of the mediation process conducted by the National Land Agency of 
Sukoharjo Regency by providing one of the parties paying the agreed 
compensation. 
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1. PENDAHULUAN 
Tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan 
produktif manusia, baik sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi.
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Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sebagian besar 
rakyatnya menggantungkan hidup pada sektor agraris juga mengalami 
masalah yang sama. Tanah sebagai salah satu sektor agraris merupakan faktor 
penting bagi masyarakat Indonesia. Tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA 
adalah “permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan 
hukum”. Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa tanah – tanah yang 
dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan tanah 
yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut UUPA dan 
peraturan yang lebih tinggi.
2
 
UUPA menganut sistem negatif, sehingga keterangan yang tercantum 
didalam surat bukti hak mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh 
hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat 
pembuktian lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Jika terjadi hal 
demikian maka pengadilan akan memutuskan alat pembuktian mana yang 
benar. Pendaftaran tanah tidak menyebabkan mereka yang tidak berhak 
menjadi berhak atas suatu bidang tanah hanya karena namanya keliru dicatat 
sebagai yang berhak. Mereka yang berhak dapat menuntut diadakannya 
pembetulan dan jika tanah yang bersangkutan sudah berada didalam 
penguasaan pihak ketiga, ia berhak menuntut penyerahan kembali kepadanya.
3
 
Dalam pelaksanaannya walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan, 
namun masih terjadinya sengketa-sengketa hak-hak atas tanah di tengah-
tengah masyarakat yang bahkan sampai pada gugatan-gugatan ke Pengadilan, 
yang mengakibatkan terjadinya pemblokiran sertifikat hak atas tanah tersebut 
oleh Kantor Pertanahan. Permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak atas 
tanah tersebut dapat dilakukan pihak pengadilan karena adanya gugatan, di 
antaranya karena terjadinya sertifikat ganda, hutang piutang atau karena pailit 
dan lain-lain. 
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Dari salah satu permasalahan diatas, Sertifikat ganda atas tanah secara 
singkat dapat diartikan sebagai sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu 
bidang tanah yang sama atau secara luas sertifikat ganda adalah surat 
keterangan kepemilikan (dokumen) dobel yang diterbitkan oleh badan hukum 
yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan antara 
satu bagian dengan bagian lain, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang 
berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagaian 
tanah milik orang lain. 
Pada kenyataannya Sertifikat ganda merupakan salah satu 
permasalahan yang ditemukan dalam masyarakat. Tingginya masalah 
pertanahan tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sangat 
mempengaruhi kinerja BPN sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan administrasi pertanahan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan peneltian 
mengenai apa saja yang menjadi factor penyebab terjadinya sertipikat ganda di 
badan pertanahan nasional kabupaten sukoharjo dan penyelesaian sengketa 
tanah terhadap sertifikat ganda studi kasus badan pertanahan nasional 
sukoharjo. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penyelesaian 
sengketa tanah terhadap sertipikat ganda di badan pertanahan nasional 
kabupaten sukoharjo. 
Adapun tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui faktor yang menyebabkan sering terjadi adanya sertifikat ganda 
(overlapping) dan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa 




Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yang bersifat deskripif. 
Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara langsung dengan 
Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan 
Nasional Sukoharjo dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum 
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primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sertipikat Ganda  Tanah 
Hak Milik di Kabupaten Sukoharjo 
Kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah 
disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi penguasaan dan pemilikan 
tanah, serta kurang transparannya informasi yang  tersedia di masyarakat 
merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketasengketa tanah. Hal ini 
menyebabkan terkonsentrasinya penguasasan dan pemilikan tanah dalam hal 
luasan di pedesaan dan/atau jumlah bidang tanah di perkotaan, hanya pada 
sebagian kecil masyarakat. Di sisi lain persertifikatan tanah tampaknya masih 
cenderung kepada akses permintaan, yang jauh melampaui sisi penawaran, 
meskipun proyek-proyek administrasi pertanahan seperti prona dan proyek 
adjukasi relatif berhasil mencapai tujuannya.
4
 Jika dicermati, konflik 
pertanahan yang terjadi selama ini berdimensi luas, baik konflik horizontal 
maupun konflik vertikal.
5
 Konflik vertikal yang paling dominan yaitu antara 
masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan 
milik swasta. Misalnya salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus 
pengakuan atas sebuah bidang tanah atau reclaiming. Sedangkan konflik 
horizontal yang paling sering terjadi adalah permasalahan sertifikat ganda atau 
kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah. 
Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda 
di wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo : 
1. Tidak adanya itikad baik dari pemohon 
Pemohon yang mengajukan sertipikat tanah kepada BPN Kabupaten 
Sukoharjo   tidak   mempunyai   itikad   baik   yaitu   pemohon   sudah 
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tetap mengajukan persertipikatan tanah walaupun atas tanah tersebut BPN 
Kabupaten Sukoharjo telah mengeluarkan sertipikat tanah sebelumnya. 
2. Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah 
miliknya dan tidak memanfaatkanya dengan baik sehingga di ambil alih 
oleh orang lain dan kemudian di manfaatkan karna merasa bahwa tanah 
tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya. 
3. Kesalahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dalam 
pengukuran dan pemetaan tanah 
Petugas pencatatan dan Pemetaan tidak menanyakan langsung perihal 
batas-batas tanah atau apakah tanah tersebut sudah bersertipikat atau 
dimiliki pihak lain kepada warga sekitar tempat lokasi tanah yang akan 
disertipikatkan tersebut. Akibat ketidak hati-hatian tersebut petugas tetap 
memprosesnya sehingga dikeluarkannya sertipikat lain diatas tanah yang 
sama. 
4. Faktor dari pemerintahan setempat, kelurahan atau desa yang tidak 
mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan atau 
sudah ada penguasaannya. 
5. Kurangnya sumber daya manuasia (SDM) di Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Sukoharjo 
Tidak memadainya jumlah dan kemampuan anggota Subseksi pengukuran 
dan pemetaan di Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten Sukoharjo. 
Akibat kurangnya sumber daya manusia ini menyebabkan terhambatnya 




3.2 Proses Peyelesaian Sertipikat Ganda Tanah Hak Milik oleh Badan 
Pertanahan Nasional di Kabupaten Sukoharjo 
Konflik yang terjadi mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah 
yang terjadi di Desa Pucagan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
yaitu Dua bidang tanah dengan sertipikat Hak Milik No. HM No. 1895 atas 
nama Suradji terletak di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten 
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Sukoharjo luas 322 M
2
 dan sebidang tanah dengan sertipikat HM No. 3941 
atas nama Elly Poerwanto terletak di Desa Pucagan Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo luas 322 M
2 
yang oleh kedua belah pihak ternyata dua 
obyek tanah tersebut berada dalam satu okasi yang sama. Kasus posisi obyek 
sengketa: Pertama, pihak yang mengalami masalah tanah (Overlapping) Bp. 
Suradji selaku pemegang sertifikat Hak Milik No. 1895/Pucangan diperoleh 
berdasarkan Akta Jual Beli No. 309/2013 sebagai pengadu dan Bp. Elly 
Purwanto selaku pemegang sertifikat Hak Milik No. 3941/Pucangan dengan 
dasar persil desa berada di lokasi yang sama sebagai Teradu. Kedua, Duduk 
Perkara Kasus Overlapping sertifikat, (a) Bp. Suradji memiliki sebidang tanah 
dengan sertifikat Hak Milik No. 1895 atas nama Suradji terletak di Desa 
Pucangan Kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo luas 322 m
2 
diperoleh 
berdasarkan Akta Jual Beli No. 309/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat 
oleh Seno Budi Santoso, SH selaku PPAT di Sukoharjo. Menurut Suradji 
diperolehnya sebidang tanah dengan sertipikat HM No. 1895 tersebut dengan 
jual beli yang sah sudah selayaknya mempunyai hak atas kepemilikan tanah 
tersebut. (b) Didapati tanah yang tercatat dalam sertipikat HM No. 1895 yang 
terletak di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah 
terbit juga sertipikat dengan lokasi yang sama dengan nomor yang berbeda 
yaitu HM No. 3941 terletak di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo atas nama Elly Purwanto. (c) Dari hal tersebut Bp. 
Suradji sebagai pihak Pengadu merasa bahwa tanah yang terletak di Desa 
Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah mengalami 
tumpang tindih. 
Oleh karena itu Bp. Taufiq Nugroho, SH selaku kuasa dari Bp. Suradji 
melaporkan adanya indikasi overlapping antara HM No. 1895 Desa Pucangan 
dan HM No. 3941 Desa Pucangan yang keduanya terletak dalam lokasi yang 
sama yaitu di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan 
penanganan dan penyelesaian terhadap obyek sengketa tersebut.  
Dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah mediasi. Penyelenggaraan 
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mediasi diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yaitu Petunjuk Teknis 
Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.
7
 
Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih 
melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang 
tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersesebut disebut mediator 
dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial.
8
 
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus 
Pertanahan, penanganan kasus pertanahan dilakukan untuk memberikan 
kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan tanah, penyelesaian sengketa 
tanah overlapping sertifikat dilakukan dengan jalur mediasi meliputi: a) 
pembukaan, b) pemaparan kasus overlapping sertifikat, c) tanggapan dan 
diskusi, d) kesimpulan dan penutupan.  
Penyelesaian sengketa Overlapping Sertipikat HM No. 1895/Pucangan 
dengan HM No. 3941/Pucangan dikoordinasi oleh Kepala Seksi Sengketa 
Konflik dan Perkara Pertanahan. Penyelenggara Mediasi diatur berdasarkan 
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 34 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis  Penanganan Dan Penyelesaian Masalah 
Pertanahan yaitu Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Adapun prosedur penyelesaian sengketa 
tanah sertifikat ganda antara lain: 
Pertama, Adanya pengaduan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo mengenai objek tanah yang disengketakan. kemudian terhadap 
adanya laporan tersebut seksi bagian tata usaha membuat surat rekomendasi 
yang ditujukan kepada seksi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan guna 
untuk melanjutkan penanganan masalah tersebut. 
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Kedua, pemanggilan terhadap para pihak yang bersengketa. Kepada 
seksi sengketa, konflik dan perkara pertanahan untuk membuat surat 
pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa guna akan diadakannya 
Mediasi. 
Ketiga, Setelah mediasi yang dilakukan berhasil dan mencapai 
kesepakatan bersama maka dibuatlah Berita Acara Mediasi oleh Mediator. 
Berita Acara Mediasi ini adalah Surat Pernyataan Perdamaian yang disetujui 
dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
Mengenai kekuatan mengikatnya suatu perjanjian perdamaian diatur 
secara umum dalam Pasal 1858 KUH Perdata yang menyatakan bahwa 
“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti 
suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan”. Kesepakatan mediasi 
adalah kesepakatan yang dicapai para pihak dengan bantuan mediator. 
Mediasi akan berkekuatan hukum tetap dan mengikat setelah kesepakatan 
tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun dalam hal ini 
kesepakatan di tuangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa sebagai 





Pertama, Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga 
pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 
Peyelesaian Kasus Pertanahan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan 
sengeketa tanah. Badan Pertanahan Nasional berperan sebagai fasilitator 
dalam rangka penyelesaian sengketa batas-batas tanah dengan melakukan 
upaya mediasi kepada para pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah 
agar dapat tercapai hasil kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua 
pihak (win-win solution). 
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Kedua, Sengketa sertifikat ganda (Overlapping)  tanah yang terjadi 
antara Suradji dengan Elly Poerwanto diselesaikan melalui Badan Pertanahan 
Nasional Kaupaten Sukoharjo dimana proses mediasi Suradji danElly 
Poerwanto bersepakat membuat sebuah perjanjian kesepakatan atau akta 
perdamaian yang dihasilkan dalam proses mediasi dalam upaya penyelesaian 
sengketa sertifikat ganda yang terjadi antara Suradji dan Elly Poerwanto 
tersebut bersifat tetap sehingga kedudukannya setara atau sama dengan 
putusan hakim walaupun mediasi dilakukan di luar Pengadilan. 
Ketiga, Penyelesaian sengketa sertifikat ganda yang terjadi anatara 
Suradji dan Elly Poerwanto dilakukan melalui beberapa tahap; Pertama, 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo menerima berkas pengaduan 
dari pengadu mengenai adanya sertifikat ganda antara HM No. 1895 dan HM 
No. 3941 yang terletak di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo, kemudian Kepala Kantor Pertanahan memanggil kedua para pihak 
untuk menyelenggarakan gelar mediasi. Gelar Mediasi dilakukan oleh Kepala 
Seksi Sengketa Konflik dan Perkara. Undangan Mediasi diberikan kepada 
kedua para pihak, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sukoharjo.Kedua, dibuatlah berita acara penyelesaian sengketa, 
berita acara penyelesaian sengketa ini adalah surat pernyataaan perdamaian 
yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing masing 
mempunyai kekuatan hukum yang sama. 
4.2 Saran 
Pertama, Apabila menghadapi sebuah permasalahan, baik dalam 
masalah pertanahan, masalah pribadi maupun masalah kelompok. Maka 
hadapilah dengan berfikir yang logis dan berfikirlan dengan tenangn dan cari 
solusi untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat. 
Kedua, Bagi Mediator yaitu Kepala Seksi Sengketa konflik dan 
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk tidak berpihak 
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